PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o

BUPATI BANGGAI,

bahwa dalam rangka pelayanan jasa tempat khusus parkir di
daerh Kabupaten Banggai, Pemerintah Daerah telah sesuai
dengan kewenangan vyang diberikan kepadanya telah
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9
Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah
dibidang retribusi daerah guna kelancaran pelaksanaan
pembangunan di Kabupaten Banggai maka ketentuan Pasal 8
ayat (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada
huruf a dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan
saat ini, dimana perlu adanya perubahan tarif retribusi parkir,
sehingga terhadap peraturan daerah tersebut perlu dilakukan
penyesuaian;

Ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan dan
disesuaikan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu membentuk Peraturan
Daerah Kabupaten Banggai tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2000
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pasal 18 ayat (6) Undang — Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara RI
Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara 1822);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara RIl. Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2831);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
18 Tahun 1997 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);



Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara R
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4389);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rl.Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2000
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2000 Nomor 29 Seri B Nomor 13).
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008
tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 47).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

Menetapkan

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 9
TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2000
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai
Tahun 2000 Nomor 24 Seri B Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Tarif retribuis digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis

kendaraan bermotor.

(2) besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah.



(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai
jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-
unsur tarif yang meliputi
a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa.

b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :

a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk
pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan
bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin / periodik lainnya yang berkaitan
langsung dengan penyediaan jasa.

b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya
yang mendukung penyediaan jasa.

c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya
yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga
pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset.

d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas
pinjaman jangka pendek.

(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam
presentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
dari modal.

(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3)
ditetapkan sebagai berikut :

No Jenis Tempat Parkir Jenis Kendaraan Tarif (Rp)
Bermotor (Sekali Parkir)
1. | Pelataran / Lingkungan - Sedan, Jeep, Mini Bus Rp. 600,- / Parkir
- Pick-Up dan sejenisnya Rp. 800,- / Parkir
- Bus, Truck Rp. 1.250,- / Parkir
- Alat Besar Rp. 1.750,- / Parkir
- Sepeda Motor Rp. 400,- / Parkir
2. |Taman - Sedan, Jeep, Mini Bus Rp. 600,-/ Parkir
- Pick-Up dan sejenisnya Rp. 800,- / Parkir
- Bus,Truck Rp. 1.250,- / Parkir
- Alat Besar Rp. 1.750,- / Parkir
- Sepeda Motor. Rp. 400,- / Parkir
3. |Gedung - Sedan, Jeep, Mini Bus Rp. 1.250,-/ 2 Jam
- Pick-Up dan sejenisnya Rp. 1.250,- / 2 Jam
- Bus,Truck Rp. 2.500,-/ 2 Jam
- Alat Besar lainnya Rp. 3.500,-/ 2 Jam
- Sepeda Motor. Rp. 500,-/2 Jam

2. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi :
Pasal 26

(1)  Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum
pada Pasal 8 sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana
kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000
(lima puluh juta rupiah).



(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan
disetor langsung ke Kas Daerah.
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
Pasal
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 7 Agustus 2009

BUPATI BANGGAI,

MA’'MUN AMIR

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 7 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

MUSIR A. MADJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2009 NOMOR 8



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang — Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang
Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang
luas nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan
Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari
Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan
kepada masyarakat serta Peningkatan pertumbuhan perekonomian di Daerah
diperlukan penyediaan sumber — sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya
memadai termasuk Retribusi Tempat Khusus Parkir. Hal yang menjadi pusat perhatian
dalam Peraturan Daerah ini adalah upaya pembinaan terhadap penyelenggaraan
Tempat Khusus Parkir sehingga sektor ini dapat memberikan kontribusi yang memadai
bagi pembangunan di Daerah ini, namun dalam rangka meningkatkan sumber
Pendapatan Asli Daerah sehingga tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Banggai Nomor 9 Tahun 2000 perlu dilakukan penyesuaian.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal Il
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 53



